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Indonesia.” Bahasa Indonesia juga
berperan sebagai penentu lahirnya
negaraIndonesia.
Keberadaan bahasa Indonesia
dalam kehidupan berbangsa dan
bernegaradapatkitatemukan dalam
Undang-undang Dasar 1945, selaku
undang-undangtertinggidinegarakita,
yaitu pada Bab XV,Pasal36 yang
berbunyi,“BahasaNegaraialahBahasa
Indonesia.” Lalu untuk melahirkan
undang-undang ataupun peraturan
lainnya tentang bahasa tersebut,
diperkuat dengan Pasal 36C yang
berbunyi, “Ketentuan lebih lanjut
mengenai Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu




bahasa memang terus diupayakan,
dimulaipada saat Kongres Bahasa
IndonesiaIdiMedan,28Oktober—2
November 1954, namun sampai
sekarang belum juga terlaksana.
Memangrencanaundang-undang(RUU)






dengan masalah politik regional
































Dari sekian peraturan yang
dilahirkan,kenyataannyamasalahurusan





masalah informasi begitu deras
memasuki kehidupan masyarakat.
Informasiinimasuklewatpemakaian
bahasa, khususnya bahasa Asing.
Bukannya,bangsakitaalergiterhadap
bahasaAsing,akantetapiharusada
porsi dan aturan pemakaiannya.











ruang telah menandakan kondisi
keberadaanbahasaIndonesiasebagai






menempatkan bahasa daerah yang
menjadiidentitas kedaerahan sejajar
dengan kedudukan bahasa Indonesia.
Olehsebabitu,rasacintaatausikap
positif masyarakat suatu daerah
terhadap bahasa Indonesia semakin





bahasa pengantar dalam hal ini




penggunaan bahasa asing dan
menetralisasi semangat kedaerahan
menujukeindonesiaandemimembangun
kecintaan dalam mewujudkan citra








oleh Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa di Jakarta,








Bahasa dan 5 KantorBahasa di22
provinsi.Kehadiran balaidan kantor
bahasainidiharapkandapatmembantu
pemerintah daerah dalam mengurusi




signifikan. Beberapa kesulitan yang
ditemuiolehBalaidanKantorBahasa
adalah masalah sulitnya menembus
institusiatauinstansiyangbukanberada






















kosakata bahasa Indonesia; c)
sosialisasipenggunaanbahasaNegara





lembaga/badan usaha swasta serta
organisasikemasyarakatandidaerah.”
Pasal 3, kepala daerah a)
melakukan koordinasiantarlembaga
dalam pengutamaan penggunaan
bahasa Negara atas bahasa-bahasa
lainnyapadaberbagaiforum resmidi
daerah;b)menerbitkanpetunjukkepada
seluruh aparatur di daerah dalam
menertibkan penggunaan bahasa di











Selanjutnya pada Bab IV
PemantauandanEvaluasi,Pasal7,ayat
(2) berbunyi, “Untuk melaksanakan
evaluasisebagaimanadimaksudpada






dengan beranggotakan pejabat dari
unsursatuankerjaterkaitdaninstansi






dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.Namun,sangatdisayangkan
sampaisaat inikondisipemakaian
bahasa Indonesia masih carut-marut.
Belumadanyapayunghukumyangkuat
adalahalasanyangkuatpulamembuat

































bahasa Indonesia sesuai dengan
keperluanmataacaratertentu.Ayat(2)











Begitu juga pada Bab X,Pasal57,
tentang ketentuan pidana tidak juga
termuatpasal-pasalyangberhubungan





Pemerintah Nomor38 Tahun 2007,
tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
PemerintahanDaerahKabupaten/Kota.
Padapasal2ayat(4),ada31urusan
pemerintah tetapitidak ada tertera
masalahbahasa.Adapunke-31urusan





























Bila Pemerintah Pusat saja tidak
mencatumkanurusankebahasaan,maka






mengenai urusan pilihan untuk




pilihan inimasalah pendidikan tidak
tertera. Adapun urusan pilihan
pemerintahdaerahitu,adalah:kelautan
dan perikanan;pertanian;kehutanan;






berbunyi, “Dalam hal pemerintahan







MEDANMAKNA Vol.5 Hlm.1-9 September2008 ISSN1829-9237
5
mendapatpenetapannya.”Kemungkinan





tawar dalam pembinaan bahasa
Indonesiadidaerah menjadilebihkuat.
Namun,sebelumnyakitajanganterlalu
cepat puas. Terbitnya Peraturan





urusan pemerintahan. – Kalau
sebelumnyapadaPPNomor38Tahun











politik dan perlindungan masyarakat.







tidak? Kenyataan,apa yang disebut






besar di Indonesia, di kiri kanan
terpampang papan-papan nama
berbahasa asing yang tak terhitung
banyaknya.
Begitupuladirumah,ketikakita
melihat televisi swasta atau radio,















tahun pun kadang-kadang mereka






toko hingga nama-nama pusat
perbelanjaan praktis bahasa bahasa
Indonesia telah digeseroleh bahasa
asing.Keranjingan initelah meluas
sampai pada papan nama gedung
perkantoran,pemukiman,petunjuklalu
lintas, dan tempat-tempat wisata.
Sekarang ini, di pelosok-pelosok
Indonesiamanapun,kitaakankesukaran
menemukan papan nama "Pangkas
Rambut"atau "Tukang Cukur"untuk
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asinglebihmenggiladibidangmedia,
baik media cetak lebih-lebih media
elektronik. Ada radio swasta yang
seluruh acara utamanya nyaris
menggunakanbahasaInggris.Sebuah
televisiswasta yang menyatakan diri





Berita" atau "Berita Singkat" saja
tampaknya para penyiarnya berat.
Merekalebihringanmengucapkan"Head







berbahasa asing di pertemuan-
pertemuanresmi,dimediamassa,dandi
tempat-tempat umum yang marak
sekarang ini menunjukkan adanya
perubahan perilaku masyarakat kita



















padanya bahasa dan tanggapan kita
merujuk. Ia adalah cerminan asli
keadaanbatinsebuahmasyarakat;hasil










rendahnya mutu pemakaian bahasa










manipulasi bahasa. Yang lebih
mencemaskan, kita masih terlalu
mengagungkan nilai-nilai modern
sehinggamerasalebihterhormatdan







yang berlebihan dalam menggunakan
bahasa sendirijustru mencerminkan
sikap masa bodoh yang bisa
melunturkankesetiaan,kecintaan,dan













dan sastra Indonesia dan daerah di





bahasa Indonesia masih carut-marut.
BerdirinyaBalaidanKantorBahasadi22
provinsi sebenarnya sebagai satu
terobosan bahwa masalah perhatian
terhadapbahasapemerintahmemang
telah konsern. Lalu yang perlu
dipertanyakan bagaimana dengan


































Bidang pada dinas dan badan di
kabupaten/kota,DirekturRumahSakit
UmumDaerahkelasD.Sedangkanposisi
Kepala Subbagian Tata Usaha hanya














Negara dan Bahasa Daerah adalah
Sekretaris Daerah (eselon I-b),
sedangkan sekretaris Kepala
Badan/Dinas Kesatuan Bangsa dan
Politik (eselon I-a), dibantu oleh
anggotanyadaripejabatunsursatuan














satu pusat yang berada dibawah
SekretarisJenderal,Depdiknas.Dalam
menggunakan anggaran,sesuaiyang
telah ditetapkan oleh Bappenas
ditambah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007,
tentang Bagan Akun Standarbahwa
PusatBahasabesertaBalaidanKantor-
nya didaerah termasuk kalsifikasi
berdasarkan sub-fungsi ke dalam
kelompokpendidikanyangterdiriatas
sepuluh sub-fungsi,danPusatBahasa
beserta Balai dan Kantor-nya
menggunakan sub-fungsi kesepuluh
yakni “Pendidikan lainnya” dengan
klasifikasi kegiatan “Pengembangan
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Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan” dan klasifikasi sub-
kegiatan“PembinaanBahasaNasional”,
sangatlah sulit untuk menyesuaikan
program yangseakansudahbakudi










nota bene merupakan penelitian
terhadap berbagaiaspek kebahasaan
dankesastraanIndonesiadandaerah,





















kegiatan yang selama ini sudah
dibakukan.Jikamengacu padamata
anggaran program “Pengembangan















Begitu juga dengan pembinaan
perpustakaan, arahnya jelas pada




maka keluaran darikegiatan Pusat
BahasabesertaBalaidanKantorBahasa-
nyaakanjelas.Sekianrupiahdikeluarkan
untuk pengembangan budaya baca
siswa dapat diukur dengan sekian
persentasesiswayangsudahmampu












dan Kantor Bahasa-nya. Bagaimana
penulisanbukubahasadansastrayang
menumbuhkanbudayabacabagisiswa.
Bukankah PusatBahasa selama ini
cukupbanyakmengeluarkanbeasiswa
untukpendidikanlanjutanstafteknis,
yaitu jenjang S2 dan S3. Sangat
disayangkan,ternyatadaripengamatan
penulis,umumnya staf teknis yang
sudahmendapatgelarS2ataupunS3
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hasil penelitian itu bukanlah tidak
bermanfaat, namun manfaat




suatu instansipemerintah yang nota
bene memakaiuangrakyat,haruslah









tidak mampu menjelaskan atau
menunjukkankepadapihakDPR,sudah
tentuinstitusiiniakanterkenamerger









terkena dampak tersebut, sudah
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